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WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11  

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota 

Kediri telah membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 

untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

pembangunan;  

  b. bahwa untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional 

dan penyesuaian target kinerja akibat pendemi Covid-19, 

maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 

2020-2024 perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 

2020-2024; 

 

  SALINAN 
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Mengingat    :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6042); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomer 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - 

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, 

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan 

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2020−2024; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018  

tentang  Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 

2011—2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah  Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur  Nomor 

94); 

29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 

2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 

2012 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
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Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kediri Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor  6  Tahun 2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Kediri Nomor 23); 

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 

43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 

78); 

33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI 

dan  

WALIKOTA KEDIRI 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI 

TAHUN 2020-2024. 
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Pasal I 

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) diubah sehingga berbunyi  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. 

 

 

Ditetapkan di Kediri  

pada tanggal  10 Maret 2022 

WALIKOTA KEDIRI, 

ttd. 

 

 ABDULLAH ABU BAKAR 

 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 10 Maret 202230 Desember 2021       

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                        ttd.  

                          ttd. 
 

                  BAGUS ALIT 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 33 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 27-3/2022 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

      

 

 
MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19760810 200604 1 022 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11  

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 

 

I. UMUM 

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan daerah diawali 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi 

tersebut mendorong perlu dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.  

Disisi yang lain mempertimbangkan adanya pandemi Covid-19 

yang berdampak besar pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat 

menyebabkan capaian kinerja pembangunan menurun. Target kinerja 

pembangunan yang ditetapkan diawal tidak relevan lagi dengan kondisi 

terkini.  

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap 

pelaksanaan RPJMD serta pertimbangan teknis lainnya, maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024. 

 

II. Pasal Demi Pasal 

Pasal I 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 84 


